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bahwa untuk melaksanakar ketentuan dalam pasai 96
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pel,aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara peng8lokasian

Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan peraturan Bupali;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkunggn
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengar
Undang-Undang Nomor 2 Tahun i965 tentang pen-rbahan

Batas Wilayah Kotaprqia Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undalg-Undang Nomor
12 Tahun 1950, teartang PeDb€ntukan Daemhdaet.ai
Kota BesaI de.lam Lingkungar hopinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daeral Istimewa yoryakarta
(l€mbaran Negara Republik tndonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan l€mba-rar Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentarg
Perimbangar Keuangan Antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (I€mbamn Negara Republik
Indonesia Tahun 20O5 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

o{rYfto,trr,PtocJklfu(+iElFb(lGFi5P.tl,1.jfut+rIDoE4&



2

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(t-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan l:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s49s);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenteng

Pemerintahan Daera} (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanba}tan Lembara-n

Nega-ra Repubtik Indonesia Nomor 5587|, sebagaimara
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Ta]lun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas UndanB-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan L€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lmba-ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahaa l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);
6- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembalgunan Desa (Berita Negara
Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSNAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI ]ENTANG
PENGAI.OKASIAN AIOKASI DANA DESA.

BAB I
I(trEnrrualt lruuu

TATA CARA

Prlel I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kabupatcn Malarg.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
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4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah l(abupaten
Malang.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yan8 berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuarr Republik Indonesia.

7. Kepala Desa adalah pemimpin desa yarg dipilih langsung
oleh penduduk desa yar,g bersangfuutan.

8. Perangkat Desa adalah unaur pembantu Kepala Desa
yanS terdiri dari seMariat desa, pel,aksana kewitayahaa,
dan pelaksana teknis.

9. Arggaran Pendapatan dar Belarja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas darl
disetujui bersama oleh Pemerinteh Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

l0- Alokasi Dana Desa yang s€lanjutnya disingkat ADD
adalah dana perimbanga-n yang diterima Daerah dalam
Ang8aran Pendepatan dan BelJanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PETGAI.OTASIAI{ ADD

PaEt 2

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD
setiap tahun anggaran.

(2) Pengalokasian ADD sebagaimala dimaksud pada ayat ( 1)

paling sedikit 1oolo (seputuh pers€n) dari dsra
perimbargan yang diteriDa Daerah dalam anggaran
pendapatan dan betalja daerah setelah dikurangi dana
alokasi khusus.

(3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimsksud pada ayat (2)

bagi masing- masing Desa dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa darl

Perangkat Desa; dan
b. jumlah penduduk Desa, slgka kemiskinal D€sa, luas

wilayal Desa, dan tingkat kesulitall geografis Desa.
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BAB III
BEAARAX ADD

Prr.l 3

Besaran ADD diberikffi kepada Desa yang diperhitungkan
dengan rumus sebagai berikut:

IADDx=I(ADDM+ADDP)

ADDx
ADDM

ADDP

= ADDM + ADDP

= 8570 x Pagu ADD dibagi Total Jumlah Desa
= 1570 x Pagu ADD x BDx

Keterangan :

ADDx = ADD yang diberikar kepada Desa.
ADDM = ADD }ylinimal yang diberikan kepada Desa dengan

besaran yang sama setiap Desa.

ADDP = ADD Proporsional a.laleh ADD yang diberikan
secara proporsional berdasarkan Nilai pagu ADD
dikalikan Nilai Bobot Desa.

BDx = Nil,ai Bobot Desa.

P.ld 4

(1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah
penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan
desa dar tingkat kesulitan geografis desa.

(2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan koelisien dan indeks dengan
ketentuer sebagai berikut:

Variabel Koefisien Indeks
Jumlah penduduk desa ,f KVl o,25
Luas wilayah desa KV2 o,l0
Angka kemiskinan desa KV3 o,35
Tingkat kesulit n geografis desa KV4 0,30

(3J Nilai Bobot Desa sebagaimana dimalsud pada ayat (l)
ditetapkan denga-n rumus:

BDx = ((O,25 x KVt) + (0,10 x KV2) +(0,3S x KV3)+
(0,30 x Kva))
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Diundargkan di Malarlg
pada tangga.l 28 April 20ls

SEBRETARIS DTERAE

ITD

AADUL f/rIIK
mP. 19670830 t9a2G' I q)l
Berita Daerah Kabupaten Malang
Talun 2015 Nomor g Seri D
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Ditetapkan di Ma.larg
Pada tanggat 28 April 2O1S

BI'PATI XAUTXC,

rfD

E. REIIDRA ETIEAIA

Bcgran ADD yan8 dit eritlan kcpada mauint-maEiry Delact.g.i''r r-a dimqL.ud dal8m paral 3 ditctapkar Jmgafl
Llputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulet bcdal(u padr langal diundErglGn.
Atar ectiap oreng m.ngetahuinya, E"Ecrintahf.au
pcngundangan Peraturan Bupati ini d€aEan pcncmp&unnya
dalam Bcrita Daerab I(Abupaten Mafang.
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